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TENTANG 

PERffflAHAN 4-TAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHON 2012 TENTANG 
KOMUNITAS JNTELIJEN DAER.AH (KOMINDA) 

Menimbang 

• 

Mengingal 

B'UPATI LEBONG 

a. babwa dalann ranglca Penyclenggaraan otononti D.ierah 
Pcmerintah Daera.h mt!IDpunyai kcwajiban melindungi 
masya.rakat, menjaga persatuan, kell&.tuan serla keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. babwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunya.i 
kewajiban memelihara ketentrama11 dan ketertiban masyarakat; 

c. bahwa dalam rangka mcngantisipasl ancaman terhadap 

integritas Nasional dan tega.knya kedaulatan N~ara Kesatuan 
Republik lnd onesia, pcrlu dilak,saoa)can deteksi di:ru dan 
peringatan dini di dacrab; 

d_ bahwa dalam rangka penyelengg11raan deteksi dini dan 
peringatan dini daerah perlu didukung dcngan koordinasl yang 
bail< antar aparal unsur intelijen secara profesionnl; 

e.. bllhwa berdasa:rkan pertimbanga.n. scbagaimana dimaksud di 
ates ~u dibentuk Komunitas in telijen Dacrah (KOMINDA) clan 

diarur pelaksanaannya dcngan Peraluran Bupati; 

f. bahwa bcrdas.arkan pertimbangan sebagaimana dimaJcsud pada 
huruf e., huruf b, buruf c, huruf d, hurui e, huruf r perlu 
ditetapkao den gan Pcraturan Bupati; 

I. Undang-Undang Nomor !l Tahun 1967 tcntang Pemoonlukan 
Propinsi Benglrulu (Lcmbara.n Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 19, Tambt\han Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 2828); 

2 , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
~epublik Indonesia (LeJ11baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 2, Te.mbahan Lc:mbaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 4168); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara (Lembaran Negam Rcpublik lndonesia Tahun 2002 Nomor 
a;re.mbe.han Lcmbare.n Negara Republik Indonesia Normor 4169); 



• 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahua 2003 lentang Pembentuklln 
l<al>upatcn Lebong dan Kabupru.en Kepahis.ng di Propinsl 
Bengkulu (Lembaran Negara Repubflk Indonesia Tahun 2003 
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia 
Nomor 4349); 

5. Undang-Undang Nomor 16 Truiun 2004 tentang ~cjaksaan 
Republik Indonesia (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Ts.bun 
2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nonior 440 I/; 

6, Uclang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teotang Pemerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambaban Lembaran Negara. Republlk Indonesia Nomor 
4437) sebagelmane telah beberapa kali diubah ,terakhir dcngan 
Undang-undang· Nomor 12 To.hun 2008 tentang Pcrubaban kedua 
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 teniaog 
Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonef>ia 
Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lcmbaran Negara Republlk 
Indonesia Nornor 4844) : 

7. Unda.ng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangao Mtara Pemerintab Pusat <!an Pemerintah Daerah 
(LcmbarM Negiir!'l Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 
Indonesia (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 127,Twnbahan Lembatan Negara Republik Indonesia 

Nomor 4439); 

9. Undaog-Undang NQmor 12 Tahun 2011 tentang P<:mbc.otuka.n 
Peraturan Perundangan, Uodangan ( Lembarao Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2011 Nomor . 82, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234; 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tabun 1968 centang Berlakunya 
Undang-uodang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan 
Pemcrlntah. ell Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik. 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tamba.han Lembara.n Negara 
Republik Tndonesia Nomor 2854); 

11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tlihun 1988 tentang ~oordinasi 
Kegiatao lnstaasi Vcrtikal Oaerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3.~73); 

12 lnstruks1 Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 
tentang Pengkomdina.sian Opem,,l dan Kcgiatan lruelijen Seluruh 
lnstansi Oalam Rangka Dcteksi Dini Anc:aman, Tantangwi. 
1-IQmht'it'"'" rhu, (1-,=.n~1•n IATMn\ t....-rh~AAn ~uihilit-:-t1' N,--.1nnAI 



Menetapkan 

13 Peraturan Menu,ri Dalrun Negeri Nomor ll Tahun 2006 tcntang 
Komunitas JnteJijen Oaerab; 

14 Peracuran Mentcri Dalam Negcri Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewaspadaan Dini MasyarakaL di Indonesia; 

15 Peraturan Menceri OaJam Negerf Nomor 16 Tahun 201 I tentang 
Pcrubahan Acas Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 11 

· Tahun 2006 Tenumg Komunitas lntelijen Oaerah; 

16 Peraturan !,olenterl Oalam Negari Nomor 53. Tahun 201 l tentang 
Pembentukan P:mduk Hukum Daerah; 

17 Peraturan Daerah Kabupaten Lcbong Nomor I Tahun 2008 
tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupatcn 

· Lebong. 

18 Peraturan 8upati Lcboag Nomor 43 Tahun 2012 tentang 
Komunitas lntelijen Daerah ( KOMrNUA J 

MEMUTUSJCAK : 

PERUBAHAN A.TAB PERATURAN BUPATf NO.MOR 43 TAH11Jf 
2012 TENTANO KOMUNITAS INTELIJEJII DAERA.H (KOMIIIIDAI 

Pual 1 

Bcberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 43 
Tahurt 2012 tentang Komunitas lntelijen Dacrah (l<omindaJ 
diubah sebagai berikut : 

J Keteruan Bab r ketenruan Pasal I diubah sehingga berbunyi 
sebagal berikut : 

I. Kepala Daerah adalah Bupatl Lebong 

2. Wakil Kepala Daerali adalah Walol Bupati Lebong 

3. Ketua Pelaksana Harian adalah Kasal Intel Polres Lebong 

4. Sekretaris adalah Kcpala Kesbangpol dan Linmas 
Kabupaten Lebong 

5. J<canggotaan Unsur lnLcllJen dari Badaa lntelijen Negara, 
Tecntara Nasional lndonesia,Kepolisian Rcpublik lnd,;>nesia, 
Kejaksaan Negeri, lmigrasi Bea dan Cul<ai clan Unsur 
terkait leinnya. 

6 . lntelijen Adal.>h Segala Usaha. Kcgiatan dan <indakEm yang 
terorganisir dengan meoggunakan metode tertentu unw.k 
mengl,asi Jkan prnduk rentang masalah yang dlbadapi dari 
..,Juruh ssoek k~hidupan ruk di,.amn11Umn k.-m,rta 



• 

• 

7. Komunitas- Intelijen Daerah yag selanjutnya disebut 
Kominda adalah Forum Komunikasl dan Koord.tnasi unsur 
intclijen den unsur plmpinan D11erah di Kabupaten, 

8. Jaringao Intclijcn adaiah hubungan antar p,erorangan, 
kelompok maupun instensi lertentu ylU'\g dapat 
memberikan data dan / atau informasi atau bahan 
keterangan untuk kepentingan tugas intelijen. 

9. Ancamaa adalah setiap u:saha dan kegiatan baik dari 
dalam maupun dari luar negeri yang dinilai 
membahayakan kedaulat.an, keutuhan wilayah Negara 
Kesatuan Republik lndomisia, dan Kcselamatan segenap 
Bangsa serta kepentingan Nasional Lainnya. 

2 Ketentuan PasaJ 5 diubah sehingga berbunyl $ebagai bcrikur 

Keanggotaan KOMINDA di Kabu paten Lebong seloagaimana 
dimaksud daiam Pasal 4 ayat I dengan susunan scbagai berikut 

Ken,1,1 
Wak;il Ketua 
K,elua Pelaksana Harian 
Sekretaris 

Keanggotaan 

Bupati Lebong 
Wak.ll Bupa ti Lebong 
Kasot Intel Polres Lebong 
KepalaKesbangpol dan L.inmas 
Kabupaten Lebong 
llns1Jr Intclijen dari Badan 
lntelijen Negara, Tcntara Nasional 
lndonesia,Kepolisian Republik 
Indonesia, Kejaksaan Negeri, 
lmig.-asj Bea dan Cukai dan Unsur 
tcrkait lainnya. 

Paaal.U 

Peraturan i.ni mulai berlaku sejak tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang dapat mcngetahul, meme-rintahkan 
pengundangan Peraturan Bupatl ini dengan Penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupa_teo Lebol'\g. 

Ditelapkan di Tubel 
pada tanggal oi Al'Ht. 2014 

LB::;B~;J, 
D1undangka.n di Tubei 

f B. ROSJOJIISYAR 

pada tanggal 2014 

8,EKRETARJS OAERAH, 
KABVPATEl'I' LEBONG 

Ora, H. AR.BAlll AMALUDDlN 

R VDt"r .. RffD • 


